| Abstracy
This research elaborates three boints which
- adre: w

applying shariat Islam-based local regulation i
about qpplying it” And what are the effects ﬂ;r Musli
Bulukumba? For achieving those Purposes. this
and data are analysed through descriptive a g Ve approach
processed, and analysed through rﬁullristage and multilevel
sampling. The ways for collecting data are docymen: 0
interview. This research uses Arskal’s theory ( Legel
The results of research show, that there are

regulation, the level of criminality decreased sharply. Based on my research. = the
applying shariat Islam-based local regulation just is able to practice in ordfﬁaw crime
and never touch what called as extra ordinary crime. like comuption. The district
regulation also has had a bad effect on interreligious relations.

Key Word: Syariah Islam, District Regulation, and interreligious relation

L Latar belakahg negara telah terjadi semenjak bangsa
ini hendak hendak

Upaw)a menegakkan syariat memproklamasikan .
Islam Indonesia baik secara kemerdekaannya. Ide yang dlUSU].kﬂg
ko'r.‘.stitusional melalui jalur politik oleh  pejuang Islam  Santr

: . arl
MU secara inkonstitusional, seperti mendapat tantangan sangat gt

| o onalis”. Tiadanya
Pemberontakan, merupakal‘l bag1an pejuang [slam Naﬂonah‘s T ﬂlﬁ
ra pejuang lslam

dari  sejarah panjang perjuangan  kesepakatan antd N
‘Mt Islam  [ndonesia untuk Santri dengan ISlammaksa kedua
Menerapkan syariat [slam. tentang dasar negar n:: k melakukan
erdebatay ideologis tentang dasar Lelompok tersebut Ul

81



GSEHL
l.ADL Jurnal Hukum [slam dan PT@;I_L&_&,"
dian

kompromi yang kemu

' ang
menghasilkan piagam Jakarta Y

didalamnya terdapat anak_kah?ar:
“dengan  kewajiban men]al:«m1 a](,.
syariat  Islam  bagl -peme u :
pemeluknya. Hanya  $aJ3 ana

kalimat dalam  piagam Jakarta
tersebut kemudian dihapuskan' oleh
PPKI (Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia) bahkan
Kantor urusan agama yang diperoleh
saat pendudukan Jepang ditolak oleh
PPKI. Penghapusan tujuh kata dari
Jakarta " menumbuhkan

piagam

kekecewaan mendalam dikalangan
Islam  Santri tetapi  mereka
menyadari bahwa masa revolusi

bukan ‘sdat yang tepat mendesak
terlaksananya cita-cita Islam mereka,
apalagi Soekarno dan Hatta selalu
menekankan sifat kesementaraan
UUD vyang diputuskan pada tanggal
18 Agustus tersebut.

Kegagalan memperjuangkan
penerapakan  syariat Islam  di
Indonesia tentunya menimbulkan
pertanyaan besar mengapa di negara
yang  mayoritas  penduduknya
beragama Islam, upaya penerapan
syariat Islam atau menjadikan [slam

sebagai  dasar nepara senantiasa
menemui  kegagalan. Memang
perbedaan  persepsi kelompok-
kelompok  masyarakat terhadap

svariat Islam tergantung Pada ruang
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dan  waktu fane.
apresias dan e TRllp beragar
tentUnYH sangal' dlpt’:ﬂ,&?:‘riti?l '|
faktorpoliis, sosiologis, ckonon
dan antropologis.

Indonesia  bukan  pegy,.,
agama tetapi negara Republik, paling
tidak sampai pembukaan UUD 1945
helum diganti atau diamandemer,
secara total. Perdebatan mengeny;
peluang penerapan syariat (hulup
Islam) di Indonesia merupakay
polemik yang tak pernah
berkesudahan sejak sidang
BPUPKI/PPKI pada tahun 1945
walaupun sempat mereda ketika
Orde Lama dan ORBA berkuasa
tetapi ketika ORBA runtuh pada
tanggal 21 Mei 1998 dan kran-kran
demokrasi terbuka secara lebar serta
dilangsungkannya pemilu tahun
1999, ide penerapan syariat Islam
muncul kembali melalui perdebatan

tentang perlunya amandemen pasal
29 UUD 1945,

Di Bulukumba, salah satu
kabupaten di Propinsi Sulawc:
Selatan, gagasan untuk menegakkan
syariat [slam mula-mula digulirkan
oleh Komite Persiapan Penegakan
Syariat Islam (KPPSI). Ide penegakan
syariat Islam direspons ol '+ Dy
Bulukumba Andi Pattabai Pabokori
(1995-2005) dengan mengeluarkan
¢mpat Perda bernuansa syariat Islam

l‘-itilllit ”“11\'
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™ bacd tlis  Alquran, xakat.
(U |
Yakaian muslim dan  larangan

Berdasarkan latar belakang dj
e fokus penelitian ini adalah
pelaksanaan Perda bernuansa syariat
glam di Bulukumba. Penelitian ini
Jan menjawab beberapa persoalan
herikut ~ ini. Apa latar belakang
qunculnya Perda bernuansa syariat
am di Bulukumba, Bagaimana
respons  Umat  Islam dan non-
Muslim terhadap keberadaan Perda
bernuansa  syariat Islam tersebut,
Bagaimana dampak  keberadaan
Perda  bernuansa  syariat  Islam
erhadap kondisi sosial keagamaan
masyarakat Bulukumba, khususnya
hubungan antar agama/’

[I. Metode Penelitian

- Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif
yang berupa deskripsi mendalam
tethadap langkah-langkah serta
metode penerapan Perda
bernuansa syariat Islam. Metode
kualiatatif ~ digunakan dengan
alasan; Pertama, dengan
Menggunakan metode kualitatif,
Penelit; dapat dengan mudah
Menyesuaikan diri ketika
erhadapan dengan fakra dan

| Hukum Islam dan Pranata Sosiql
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| denga
mempertimbangkan beraggarrr:

keunikan  dalam masyarakat
Analisis data dilakukan secar:;
mfendalam, proses analisa data
dilakukan terus menerus baik di
lapangan  maupun  setelah dj
lapangan.  Analisis  dilakukan
melalui  penyaringan  data,
penggolongan dan penyimpulan
serta uji  ulang. Data vyang
terkumpul disaring dan disusun
dalam kategori-kategori dan saling
dihubungkan.

Dalam penelitian
menggunakan teor! Arskal Salim
dengan mengadopsi Price (1999).
Pelaksanaan  syariat Islam ~ oleh
negara dapat di bagi ke afam i
level yaitu: Pertamd, M*.;1:331::1l‘l-'masﬂlal-.l
hukum  kekeluargaan. peAv

perkawinan, perceraian dan
kewarisan [ Jrusan-urusan
- | sepertl

N1
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resmi hal-hal

' [am
bertentangan dengan ajﬂfan_ ljian.
seperti alkohol dan Peflu_dana
Keempat, Penerapan hukum P!

Islam, terutama bertalian dengan
yang dijatuhkan

yang
pelarangan

jenisjenis sanksi
bagi pelanggar. Kelima, Penggunaan
[slam sebagai dasar negara dan
sistem pemerintahan. Menurutnya,
semakin  tinggi level tuntutan
penerapan syariat Islam, semakin
dekat dengan pembentukan negara
[slam. Tulisan ini sangat membantu
untuk melihat bagaimana perda
bernuansa syariat Islam bekerja
dalam sistem pemerintahan di
Bulukumba dan pada level berapa
Perda bernuansya syariat Islam itu
bekerja.

[II. Hasil Pembahasan

Untuk memahami persoalan

tersebut, maka sebuah tinjauan
umum terhadap dinamika pemikiran
[slam  tentang syariat  dalam

paradigma politik Islam akan
berguna sebagai kerangka berpikir.
Menerima dan mengakui  syariat
sebagai suatu sistem kehidupan yang

menyeluruh merupakan suatu ha]
sementara ’

ISSN 1970 4,
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harus diletakkan pada posisi | e

sehingga tercipta sebuah harm,,.
masyarakat yang seja htera (, lam
onteks saling menghormat; dan

menghargal.
Perbedaan faktOl' S()SiaL
kultural, politik, dan intelekpy,]

mempunyai pengaruh yang sangat
signifikan dalam menentukan
bentuk dan pemahaman seseorang
terhadap syariat Islam oleh karep,

itu  penelitian  ini  disygyp
berdasarkan asumsi bahws
perbedaan  pendapat  terhadap

penerapan Perda benuansa syariy
[slam disebabkan oleh perbedaan
cara memahami teks-teks ke-Islaman
yang sangat dipengaruhi oleh
beragam faktor. Karenanya, kendati
setiap Muslim mevyakini kebenaran
prinsip-prinsip syariat, tetapi
pemahaman mereka pada dataran
teknis  operasional sering  kali
berbeda. Munculnya berbagai aliran
mazhab figh dan teologi, misalnya,
menunjukkan bahwa syariat Islam
multiintrepretatif. Karena cifatny
yang demikian itu, maka
mungkin adj pandangan tunggal
(entang Syariat yang once for all (sekali
untuk semugy).

Demikian
keberadaan Perda be

juga
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Jalui Proses: dengan meminjam
: konstruksi sosialnya Berger

ot T
e}@temahsam’ objektivasi dan
intﬂ.malis:;lsi. Melalui proses tersebut

Lita al(ﬂn Lnampu memahami
.nomena eberadaan Perda

hernuansa syariat [slam di
Bulukurnbﬂ-

Fenomena keberagaman dj
Indonesia  Yang begitu majemuk
nenjadi  perhatian  publik  yang
sangat menarik untuk dicermati.
Semenjak otonomisasi dan
desentralisasi  diterapkan  melalui
regulasi Undang-undang nomor 22
mhun 1999 arus  penguatan
dinamika lokal terus terjadi. Di
daerah-daerah dilakukan
restrukturisasi kelembangaan
(birokrasi maupun parlemen) dan
inisiatif ~ pembangunan  tumbuh
subur. Hal ini juga diikuti oleh
u.leningkatnya partisipasi masyarakat
SIpil'di berbagai arena. Salah satu isu
ilrlngl:L ;ang muncul ber§ama.an
i erasbnya arus .lc.:ska‘htas ini
) (rlnoene_ aln?za politik identitas

cal identity politics).

&t Dalam konteks politik Islam,
dese::ral' | otonomisasi dan
iy 1sasi  merupakan  pintu
1 untuk mjelakukan [slamisasi
dalanmsemua bidang termasuk di
¥ e melalui pemberlakuan

“da  bernuansa  syari ‘
r. syariat [slam.
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j Rick]&fst d&n Arra)

sejarah yang

berlangsun
gnya Islamisasi -
yang |
dalam dan berkesinarn'mmg;:mg -
Daerah-daerah yang telah
menerapkan Perda bernuga ‘
sl d nsa syariat
am di antaranya adalah Sumatera
Barat, Kalimantan Selatan, Nusa
Tenggara Barat, Sulawesi Selatan,
]alwa Timur dan Jawa Barat Khusus
di Sul‘awesi Selatan, yang menjadi
perhatian publik adalah Kabupaten
Bulukumba. Bulukumba
merupakan kabupaten yang pertama
kali mencetuskan Perda bernuansa
syariat Islam di Sulawesi Selatan.
Oleh karena itulah, Bulukumba
dijadikan  sebagai pilot ~ project
penerapan Perda bernuansa syariat

[slam oleh Pemerintah. Eksperimen
Bulukumba menembus

cerendah:  desa
Lan areal
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[mplementasi syariat [slam di
desa-desa pilot project berkembang
sangat pesat, bahkan mel:ampalll
Perda kabupaten dan propinsi. Desa':
desa yang menjadi pilot project berani
menerapkan pidana hudud. Desa
Padang, Kecamatan (antarang,
misalnya, menetapkan 'peraturan
desa" yang berisi aturan tentang delik
perzinaan (cambuk 100 kali), qadzaf
alias menuduh zina (cambuk 80 kali
atau  dilimpahkan ke polisi),
minuman keras (cambuk 40 kali),
dan pidana gishash (balasan setimpal)
bagi tindak penganiayaan.

Ada beberapa hal menarik
yang perlu dicermati berkaitan
dengan munculnya Perda bernuansa

syariat  Islam  di  Kabupaten
Bulukumba. Dalam wawancara

dengan para perintis perumusan
Perda  bernuansa syariat

menanyakan
pembuatan Perda bernuansa Syariat
Islam tersebut merupakan respong
pemerintah daerah untuk
menegakkan demokrasi lokal dalam

konteks otonom; daerah. Sebagian

Islam,

?;sar - mereka  menjawaly bahwa
juan utama perh
ua
bernuansa i o

Syariat  [slam bukan

karena Peémerintah

Ingin
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nenegakkan ~demokrasi k] §
daerah, namun memang merupg,-

sebuah kebutuhan di Kzih.

adlen

Bulukumba yang MAyOritye
penduduknya beraga ma 'I:il&m
Menurut Bupati BulukUmhal

penerapan Perda bernuansa syarj,
[slam di Bulukumba merupakyy,

keinginan masyarakat.

Perda SI vyang empy
sebenarnya keinginan g
umat Islam di Bulukumbg
jadi ketemu keinginan dar

bawah dan keinginan
pemerintah sehingga
diramulah dan dibuatlh
Perda SI dan ternyan
mendapat dukungan dari
anggota  DPRD  karena
bagaimana pun eksekutif
berjuang kalau tidak

mendapat respons anggota
DPRD kan itu menghambat

Proses lahirnya Perda syariat
Islam di Bulukumba vyaitu: Perame
Perda No. 03 tahun 2002 tentang
larangan, pengawasan, penertiban
dan  penjualan minuman kers
Kedua, Perda No. 02 tahun 2003
‘ntang pengelolaan zakat prole
infak dan sadaqah; Ketiga, PerdaNo
05 tahun 2003 tentang berpakaid”
Muslimah; dan Keempat, Perda No
06 tahun 2003 tentang pandai D3¢



W[ Hukum Islam dan P'ramtg_m

i 2Qur’an bagi siswa dan calon
penga“tin' Secara kc?)llsepmal Perda
ersebut diprakarsai oleh Bupgy
gulukumba. Dalam perumusan dap
pemerintah

Organisasi
nasyarakat, seperti Muhammadiyah,
NU, tokoh-tokoh agama, tokoh.
wokoh ;masyarakat, Jundullah, dan
Komite Persiapan Penegakan Syariat
slam. Tetapi yang paling berperan
dalam proses tersebut adalah KPPS]

dan Jundullah, terbukti pada
Kongres Umat Islam 1II yang
diprakarsai  oleh  KPPSI  yang
diadakan di  Bulukumba atas
permintaan Bupati sendiri. Ketika
ditanya tentang keterlibatan

masyarakat dalam perumusan Perda
bernuansa yariat Islam, Patabai
Pabokori mengatakan bahwa Perda
syariat Islam yang ada sekarang ini
sebenarnya keinginan dari umat
slam di Bulukumba.

Upaya penegakan syariat
lslam di Bulukumba yang diprakarsai
oleh KPPSI dan direspons oleh
Pemerintah  dengan  menerbitkan
“Mpat Perda bernuansa syariat Islam,

Lehh menyebabkan tingkat
Minalitas berkurang secara drastis
hingea  membuat  sebagian

?“Vamkat merasa aman, terutama
telah disahkan Perda NO. 3 tahun

20 |
OO tentang larangun mnuinnalk

' _ INstansi
pemerintahan dan nama-namg jalan

di- Bulukumba. Sebelum ditetapkan
Perda tersebut, papan nama: kantor
pemerintahan, institusi pendidikan
dan nama-nama jalan menggunakan
dua bahasa, pada bagian atas
menggunakan bahasa Indonesia dan
bagian bawah menggunakan bahasa
daerah persis seperti nama-nama
jalan di Yogyakarta. Di antara
culisan-tulisan  tersebut  adalah
“Prilaku yang Islami Disukai Orang’,

n

“Sudahkah Anda Shalat’.

desa percontohan unt

innya minimal sat
l|am setiap Kecamatan.
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j ' rda
sebagai tempat diterapkannya Piara
bernuansa syariat Islam sil r
permanen sebagai percontohan

desa lain. |
Sejarah Islam menunjukkan

bahwa secara garis besar terdapat dua
kutub pemikiran yang berlawanan
tentang bagaimana menerapkan
syariat Islam dalam ranah sosial.
Kedua kutub itu adalah: pertama
yang berpedoman bahwa allslamu
huwa addhin wa addaulah (Islam

~adalah agama dan  negara).
Kelompok -ini mempunyai
pandangan bahwa Islam harus

diterapkan secara formal. Efek dari

pandangan ini adalah lahirnya
konsepkonsep  yang mempunyai
label Islam  seperti ungkapan

Ekonomi Islam, Bank Islam, dan

sebagainya. ~ Kedua berpedoman
bahwa allslamu huwa addhin, ad
daulah alwasilah (Islam adalah agama
dan kekuasaan hanyalah perantara).
Agama  dan  kekuasaan

Persiapan Penegakan

(selanjutnva ditul;
| | itul
dimulaj sejak Kongres li

Syariat Islam
KPPS])

Umat Islam vyang digely; pad;
tanggal 19-21 Oktoher' N0 1 d

O - W S
Makassar Sulawesi Selat., e
tentang adanya kongres tersehy
bermula dari dialog terbyi. jang
berlangsung di  Hotel Berlig;

Makassar pada tanggal 28 Me; 2000
Nara sumber dalam dialog terseby:

di antaranya adalah Tuan Gury Haj;
Abd Hadi bin Haji Awang (Menter
Besar Negara Bagian,
Trengganu/Timbalan Presiden
Partai PAS Malaysia), Prof. Dr. 1
Mattulada (Guru Besar Antropolog
Universitas Hasanuddin Makassar)
Prof. Dr. Ahmad Ali (Guru Besar
[Imu Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar), Prof. Dr
H.A.Basalamah  (Ketua Yayasan
Badan Wakaf Universitas Muslim
Indonesia) dan H.M. Husein Umar
(Sekretaris Dewan Dakwah [slamiyah
Indonesia).

Pertemuan pada kongres
tersebut  menyimpulkan  bahwa
penegakan syariat Islam selama ini
tidak berjalan pada relnya, sehinggs
perlu dilembagakan melalui suatu

Penerapan syariat Islim
Bulukumba, yang  diberlakukan
Melalui  Perda  bernuansa syaria!
slam melahirkap beberapa implika*
dalam kehidupan sosiakpolitik
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kat Bulukum} ISSN1979-4915
Ban masvere G5 4T, pemberfyjg
. : ' adalan: .
fdﬂpun 1mphl<asmya Z‘]Elglat Islam di BEIUH ber“Uansa
_ CDErapa fen mba] terjad
KOnvCISi Agama memngkat yang baik SE:(:aOr:1 fana kEbEragamaal
: 1 Diterapkaﬂnya Perda daDat k_]['_a Saksik ngsung atay tld&k
Uﬂnsa Syariat Islam berpengaruh d[an[aranya ada] a}:- Hal-' l YEI'SEbUt
bemdap keberadaan non Muslim | Men AEk
. erhd jumlah keseluruhannya hanya Me f;lzin’)’adl"ohtlsasi agama
| :.:Eigtaﬁollz % ditengah masyarakat perpolitikan lc;;r;an konstalas;
| ~ : | 2 |
| Mushm Yang mencapal 99188 % (pemlhhan kepala pllkadal

- cheradaan Perda bernuansa syariat
dam baik langsung atau tidak
- jpgsung memberikan  tekanan
ikologis terhadap orang non-

; Muslim.

) Tidak Ada Kebebasan Bagi. Agama
hin untuk Mendirikan Rumah

[badah
, Keberadaan rumah ibadah
" bagi umat beragama merupakan hal
png sangat penting. Keberadaan
umah ibadah tidak saja sebagai
tmpat untuk beribadah tetapi juga
stbagai bukti eksistensinya. Menurut
iran pembangunan rumah ibadah,
pmbangunan dapat dilakukan jika
ada' persetujuan  dari masyarakat
. “itarnyy, Artinya jika tidak ada
- MBetujuan darj masyarakat sekitar
dipastikan tidak akan ada
. pemba“guﬂ&ln rumah ibadah umat
| Non Muslip
: bahyy Secara jelas dapat kita lihat
g semenjak ditetapkan
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tahun 2005 d;
1SU penegakan
bagian
kand;
SBR, semua kandidat menjadikan

isu penegakan svariat Islam sebagai
materi kampanyenya.

Syariat Islam menjad;
kampanye politik  parg
dat. Manurut Mursikin, ketya

2. Menguatnya formalisasi syariat
Islam

Upaya formalisasi syariat
[slam di Bulukumba dapat
dilihat dari terbitnya Perda No.
05 tahun 2003 tentang
berpakaian Muslimah. Efek dari
terbitnya Perda tersebut adalah
dimulainya jilbabisasi di sekolah:-
sekolah dan instansiinsatans
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sering kali anak-anak per F‘mpuan
ternyata membuka ]ﬂbabﬂYa
Letika mereka dalam perjalanan
pulang dari sekolah.
* Tercerabutnya Akar Budaya dan

Adat Lokal (local wisdom. and

custom). =g

Dampak dari purintanisasi
agama dapat dilihat dari semakin
sempitnya ruangTuang untuk
mengepresiasikan budaya
masyarakat. Bulukumba terkenal
dengan adat dan budayanya
sehingga adanya Perda bernuansa
syariat Islam khususnya tentang
pakaian busana Muslim, secara
jelas, merupakan upaya untuk
menghilangkan pakaian adat
Bulukumba vyaitu baju Bodo.
Baju Bodo adalah baju yang
sangat tipis, berbentuk seperti
daster, berlengan pendek dan
panjangnya sebatas lutut. Baju
ini biasanya dipakai pada saat
acara pernikahan dan acara-acara
tradisonal lainnya.

Kurangnya daya tarik dari
pariwisata internasional

Menurut David Lorence,
seorang turis asal Inggris, jika

penerapan  Perda  bernuansa
syariat Islam tidak dilakukan
dengan  hati-hati Wi

y  Pariwisata

Bulukumba seperti Pantai Birg

Adat Kajang dan perahu Panisi

m Islam dan Pranatd SasiaL
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akan kehilangan daya tarikny,
Dibebaskannya Daerah Bira dar:
pemberlakuan Perda bernuang,
[slam menjadi bukti nyat,

pemerintah
keberadaan  Perda
berpengaruh  terhadap
(Pendapatan Asli Daerah)

syariat

bahwa

khawatir
tersebut

PAD

V. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bal
sebelumnya, kajian  ini
disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, latar  belakang
munculnya ide penerapan Perda
bernunasa  syariat  Islam  di
Bulukumba dipengaruhi oleh rtiga

dapat

faktor vyaitu: faktor kesejarahan,
faktor politik, dan realitas sosial
keagamaan  masyarakat.  Kedua

respon terhadap penerapan syarial
Islam secara garis besar ada empat
macam, yaitu: menerima, menerima
dengan syarat, menolak kemudian
menerima dan menolak. Ketigd
Penerapan  syariat  Islam di
Bulukumba menimbulkan beberap?
perubahan baik dalam tampilan fisik
dan interaksi sosial keagamaal
masyarakat. Perubahan tampiia”
fisik dapat dilihat dari semakin
banyaknya perempuan—-perempuan
Yang menutupi auratnya dan ban

tulisan-tulisan  bernuansa  religiv®
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dibefbagai sudut kota. P‘frlll.)ah
Jalam bidang interaksi sosia] dapat
Jilihat dari semakin kecilnya tingkat
kriminalitas. Dalam interaks;
gymat beragama, keberadaan
bernuansa  syariat Islam  tergely,,
merupakan media untuk melakukar
[slamisasi ~ masyarakat. Terbukt:
setelah pemberlakuan P=rdj syariat
da keluarga yang masuk [slam
Masuknya mereka ke dalam [glam
setelah adanya Perda menimbulkan
kecurigaan bahwa mereka menjad;
Islam hanya karena takut terhadap
penerapan Perda tersebut.
Keberadaan Perda tersebut juga tidak
memberikan  ruang sama  sekal
kepada non  muslim  unruk
mendirikan atau menambah tempat

ibadah bagi mereka.
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